
J U R N A L  N U A N S A  A K A D E MI K  
Jurnal Pembangunan Masyarakat 

(p)ISSN: 1858-2826; (e)ISSN: 2747-0954 
Vol. 9 No. 2, December 2024, p. 291 - 304 

© 2024 The Authors, This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license 

Kekuatan Hukum Kedudukan Kepala Desa Menerbitkan Surat 
Keterangan Tanah  Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah  Nomor 
18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah  

Mien Soputan1*,  Vonny Anneke Wongkar2, Tommy Ferdy Sumakul3 
1-3 Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia. 
*Penulis Koresponden, e-mail:  miensoputan@gmail.com  
Diterima: 05-07-2024 Disetujui: 25-08-2024  

Abstrak 
Kekuatan hukum Kepala Desa (Kades) dalam  surat keterangan tanah (SKT) 
ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak 
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Serta Pendaftaran Tanah 
(PPPT 2021) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah nomor  24 tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah (PPPT 1997) menarik guna dikaji terutama di 
wilayah pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian normatif 
dengan tiga 3 pendekatan : 1.pendekatan aturan (hukum pemerintah Desa), 2. 
pendekatan konsep (pencegahan penyalahgunaan kedudukan Kades) 3. 
pendekatan analisis kesesuaian dengan perundangan. Lahirnya PPPT 2021 
tentang pendaftaran tanah sebagai pengganti PPPT 1997 didalamnya mengatur 
pengalihan hak atas tanah  dihadapan PPAT sementara SKT telah menjadi 
dasar guna  warga desa melakukan pengalihan hak atas tanah atau jual beli 
tanahnya hanya dihadapan Kades, hingga hal ini menimbulkan sengketa. 
Kata Kunci: Kekuatan hukum,  kedudukan, Kepala desa, SKT.   
 
Abstract 
The legal force of the Village Head in the land certificate (SKT) reviewed from 
Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, 
Land Rights, Apartment Units, and Land Registration (PPPT 2021) as a 
replacement for Government Regulation number 24 of 1997 concerning Land 
Registration (PPPT 1997) is interesting to study, especially in rural areas. This 
study uses the normative research method with three approaches: 1. regulatory 
approach (village government law), 2. conceptual approach (preventing abuse 
of the position of the Village Head) 3. analysis approach of conformity with 
legislation. The birth of PPPT 2021 concerning land registration as a 
replacement for PPPT 1997 regulates the transfer of land rights before the 
PPAT while SKT has become the basis for villagers to transfer land rights or 
buy and sell their land only before the Village Head, until this causes disputes. 
Keywords: Legal power, position, village head, land certificate. 
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Pendahuluan 

Sejak pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang 

mengharuskan pendaftaran kepemilikan tanah. Penjelasannya, “Pendaftaran 

tanah menjadi rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah secara teratur 

serta terus menerus yang dilakukan guna memberikan kejelasan yang sah 

dibidang pertanahan dengan diberikan bukti kepemilikan serta pemeliharaan 

tanah” (Harsono 2018). Tanda bukti kepemilikan ataupun sertifikat tanah itu 

berfungsi utama sebagai bukti kepemilikan tanah serta hak tanggungan 

(Perangin 2016).  

SKT bagi banyak warga desa diaku telah berkekuatan hukum sebagai 

bukti kepemilikan tanah. Namun fakta lapangan masih banyak sekali SKT 

yang tumpang tindih, serta pun terdapat Kades yang tak mengetahui dasar 

hukum SKT hingga sering terjadi kekeliruan serta penyalahgunaan 

kewenangan oleh Kades (Sriwahyuni 2015; Tuhuleruw, Bakarbessy, dan 

Matitaputty 2023). SKT itupun banyak dimohon oleh masyarakat bukan guna 

pengantar membuat sertifikat melainkan transaksi pengalihan seperti Jual beli 

tanah (Hadiman 2021; Sibarani, Tampanguma, dan Lawotjo 2023).   

SKT ialah, “Surat keterangan mengenai objek atau tanda bukti atas 

kepemilikan lahan/tanah yang dibuat atas permintaan atau permohonan 

masyarakat kepada kantor Kelurahan atau Desa dimana obyek tanah yang 

dimohonkan, ialah pemilik sah atas tanah tersebut” (Atikah 2022). Sementara 

Pasal 37 ayat (1) (Nadzir dan Suwandi 2017; RI 2021) telah menegaskan 

bahwasannya, “Guna peralihan hak atas tanah dibutuhkan suatu akta otentik 

yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah. Peralihan hak atas tanah 

tak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh aturan perundang undangan yang berlaku”. Dalam penjelasan 

ini bila dikaitkan dengan pengertian SKT sebelumnya bisa menimbulkan 

pemahaman yang berbeda dari seharusnya terhadap hukum SKT. 

Dari sisi ini peranan Kades menjadi menarik guna dikaji lebih lanjut 

pada proses peralihan hak atas tanah di pedesaan pada konteks menjamin 
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kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat atas transaksi tanah yang 

dilakukannya. Proses Kades menerbitkan SKT diawali penelusuran 

bahwasannya telah punya daftar register tanah di desa. Ia kemudian 

menerbitkan SKT sebagai bukti awal guna pengurusan sertifikat di Badan 

pertanahan. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin 

meneliti lebih lanjut tentang kekuatan hukum kedudukan Kades menerbitkan 

SKT  ditinjau dari PPPT 2021. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta 

aturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa guna lebih 

mandiri pada mengelola pemerintahan serta bermacam sumber daya alam yang 

dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan serta kekayaan milik 

desa pun asset desa (Sriwahyuni 2015).  

Beberapa penelitian hukum tentang SKT lebih melihat pada kekuatan 

hukumnya (Hadiman 2021; Nadzir dan Suwandi 2017; Saifuddin dan 

Qamariyanti 2022; Sibarani dkk. 2023). Penelitian terhadap otoritas penerbit 

SKT atau Kades masih pada aturan penyalahgunaan wewenang (Sriwahyuni 

2015; Tuhuleruw dkk. 2023). Sementara fokus penelitian ini tentang 

kedudukan hukum dari Kades sebagai pihak yang menetapkan SKT. Hal ini 

sejalan Harsono (2013) yang menyimpulkan akar permasalahan yang berkaitan 

dengan pendaftaran tanah sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia. 

Yakni, “sistem publikasi negatif dimana hak bagi seseorang/badan hukum atas 

tanah yang didaftarkannya tercipta bukan karena pendaftarannya melainkan 

karena perbuatan hukum yang dilakukannya”. 

Metode  

Penelitian hukum ini berupaya penuh memakai metode kualitatif dalam 

pengumpulan data primer serta sekunder. Sebagian besar data primer didapat 

melalui wawancara dengan responden. Mereka adalah Kades, Badan 

Permusyawaratan Desa, serta masyarakat di desa. Demikian pun dari pihak 

pihak pemerintah kabupaten serta Badan Pertanahan. Data yang didapat 

bahkan  disinkronkan dengan data observasi yang terdapat di Provinsi Sulawesi 

Utara. Metode riset hukum empirik ini dilaksanakan guna menelusuri fakta 

nyata yang ada di masyarakat tentang kesejahteraan masyarakat desa, 

pembangunan desa, serta kedudukan Kades pada pada menerbitkan SKT guna 
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masyarakat desa pada hal kepemilikan hak atas tanah. Kajian ini akan 

dikombinsikan dengan riset normative yuridis sehingga penelitian demikian 

memang telah mengarahkan kajian hukum ke arah interdisipliner (Santoso 

dkk. 2024) 

Penelusuran aturan yuridis pun digunakan dimanfaatkan ketika 

beberapa data yang ada menjadi data sekunder didapat dari bahan hukum 

primer dari aturan perundangan tentang pemerintahan desa, serta aturan 

pemerintah tentang pendaftaran tanah serta aturan lain yang relevan. Maka 

hirarki perundangan pun menjadi perhatian karena batasan kekuatan hukum 

nya bisa saja berbeda-beda (Isroji dkk. 2024). Adapun bahan hukum sekunder 

yang terdapat pada tinjauan literatur serta hasil riset  dari para ahli terkait, baik 

dalam bentuk buku, jurnal maupun laporan riset.  Guna pendekatan penelitian 

normatif dilaksanakan melalui dua macam pendekatan yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) yakni dengan melakukan kajian dari 

sudut perundang-undangan yang ada serta pendekatan konseptual yaitu 

pendekatan konsep-konsep hukum tentang kewenangan Kades menerbitkan 

SKT terhadap Masyarakat. Karena itu, Analisis pun dilaksanakan secara 

juridis normative guna mendapatkan pemahaman yang mendalam dan 

komprehensif    

Hasil dan Pembahasan  

Kekuatan Hukum Kedudukan Kades Menerbitkan SKT  

Di Indonesia, tanah-tanah yang belum terdaftar atau belum punya 

sertifikat masih banyak, utamanya di wilayah pedesaan (Harsono 2018; 

Sukarno dkk. 2019). Meski demikian kepemilikan tetap diakui dengan bukti 

SKT yang diterbitkan oleh Kades. Peralihan hak  milik tanah termasuk 

transaksi jual beli pun berasas kepercayaan semata antar penjual dan pembeli 

dengan pembuatan akta di bawah tangan yang bertanda tangan dari kedua 

belah pihak dengan dua orang saksi serta diketahui oleh Kades (Fachriza, 

Dajaan, dan Rubiati 2020; Risandy, Susetyo, dan Anwar 2021; Tuhuleruw dkk. 

2023).  

Kekuatan hukum SKT yang diterbitkan oleh Kades pada transaksi jual 

beli tanah berdasarkan Aturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  yang diubah 
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dengan PP Nomor 18 tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah, berkekuatan 

hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta 

tanah, dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) serta Pasal 

39 ayat (1) huruf b angka (1) serta angka (2) Aturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai 

kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah. Dari penjelasan Pasal 7 

ayat (2) Aturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

tersebut dapat dikatakan bahwasannya SKT yang diterbitkan oleh Kades yang 

dijadikan dasar pada pelaksanaan jual beli hak atas tanah punya kekuatan 

hukum apabila pelaksanaan jual beli tanah tersebut diketahui oleh Kades 

sebagai pejabat pemerintah yang menguasai keadaan daerah yang 

bersangkutan di daerah pedesaan terpencil.   

Bahkan, pada Pasal 76A Aturan Menteri Pertanian serta Pertanahan 

Nomor 16 Tahun 2021 menyatakan bahwasannya bukti tertulis tanah yang 

dimiliki bekas adat tak berlaku lagi setelah 5 (lima) tahun setelah berlakunya 

Keputusan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak administratif, hak 

guna tanah, satuan rumah serta pendaftaran Bumi. Namun pada kenyataanya 

masih banyak masyarakat yang menggunakan SKT sebagai bukti tertulis 

kepemilikan Tanah. SKT berfungsi sebagai bukti penguat penguasaan secara 

fisik apabila ditemuinya kekeliruan ataupun ketidak lengkapan bukti 

penguasaannya.  

Kemudian pada pasal 97 Nomor 18 tahun 2021 mengatakan SKT, surat 

keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, serta lainnya yang sejenis yang 

dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan serta pemilikan Tanah yang 

diterbitkan oleh Kades/lurah/ camat dapat digunakan sebagai petunjuk pada 

rangka Pendaftaran Tanah (Aryatie, Moechthar, dan Widjaja 2022; Sutedi 

2016). Maka SKT kemudian jadi alat bukti tertulis di bawah tangan yang 

kekuatan pembuktiannya tak sekuat akta otentik (Thamrin 2021). Fungsi SKT 

tersebut menjadi surat-surat yang dikategorikan alas hak atau data yuridis atas 

tanah yang dijadikan syarat kelengkapan persyaratan permohonan hak atas 

tanah sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan pertanahan. 
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Hal ini pun terjadi di desa Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten 

Bolaang Mongondow, bahwasannya sebelum SKT  dibuat oleh Kades,  setelah 

ditelusuri asal-usul tanah tersebut  serta pemegang haknya. Telah dibukukan 

pada register desa hingga menjadi bukti pada pelaksanaan pengalihan tanah 

/transaksi Jual beli dengan asas kepercayaan antar pihak penjual serta pembeli 

disaksikan dua orang saksi serta diketahui oleh Kades (Wawanacara 2024).  

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

jabatan Kades hanya 6 tahun serta itu hanya diperbolehkan 3 periode masa 

jabatan. Namun setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2024 pada Tanggal 

25 April 2024, masa jabatan Kades diperpanjang menjadi 8 tahun serta hanya 

boleh menjabat selama 2 periode (RI 2024). Kades berkedudukan 

sebagai Kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Kades ialah “pejabat pemerintah desa yang punya 

wewenang, tugas serta kewajiban guna menyelenggarakan pembangunan desa, 

pengembangan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa serta 

pelaksanaan tugas dari Pemerintah” (RI 2024). kewenangan desa terbagi 

menjadi empat jenis yakni; “a. kewenangan berdasarkan hak asal usul desa, b. 

kewenangan lokal berskala desa, c. kewenangan penugasan, serta d. 

kewenangan lain yang ditugaskan” (Mamengko, Sondakh, dan Tampi 2024; 

RI 2024).  

Kedudukan hukum Kades pada penerbitan bukti hak milik tanah punya 

dasar hukum sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) PPPT 1997 yang telah diubah 

dengan PPPT 2021 yang menyebut bahwasannya, “Terhadap bidang tanah 

yang berasal dari hak-hak lama guna dapat didaftarkan hak atas tanahnya di 

kantor pertanahan maka Kades punya kewenangan guna menerbitkan SKT 

sebagai alat bukti tanah pada  pelaksanaan pendaftaran tanah guna 

memperoleh sertifikat hak atas tanah di kantor pertanahan dimana tanah 

tersebut berada”. Disamping itu di pada Aturan Menteri Pada Negeri No. 6 

Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah pada 

ketentuan Pasal 11 menyatakan bahwasannya, “Kepala kecamatan dapat 

memberikan ijin pembukaan tanah dengan luas ± 2 hektar dengan 

memperhatikan pertimbangan Kades tempat dimana tanah tersebut berada”.  
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Dalam penjelasan yang lain, Kedudukan Kades ditinjau dari PP Nomor 

24 Tahun 1997  yang telah diubah dengan PP Nomr 18 Tahun 2021 tentang 

Pendaftaran Tanah, diatur di pada ketentuan Pasal 7, Pasal 8 serta Pasal 39, 

serta pada PP No. 37 Tahun 1998 tentang Aturan Jabatan PPAT pada Pasal 5 

ayat (3) huruf (a) bahwasannya, Kades sebagai aparat pemerintah yang paling 

bawah punya tugas-tugas yang sangat strategis di pada membantu Kepala 

Kantor Pertanahan pada pelaksanaan pendaftaran tanah termasuk di dalamnya 

pembuatan akta jual beli tanah yang sesuai dengan aturan perundang-

undangan (Hadiman,2011). Oleh sebab itu dengan tugas Kades yang strategis 

itu diharapkan dapat menjadi motivator bagi warga masyarakat pemegang hak 

atas tanah agar punya kesadaran guna melakukan jual beli tanah di hadapan 

PPAT bukan dihadapan Kades (Irawan 2014).  

Kekuatan hukum jual beli tanah yang didasarkan kepada SKT yang 

diterbitkan oleh Kades ialah sah serta punya kekuatan hukum terhadap tanah-

tanah yang belum bersertifikat (Wawancara 2024). Namun demikian, setelah 

pelaksanaan jual beli terjadi dengan alas hak SKT, maka pihak pembeli wajib 

segera melakukan pengurusan pendaftaran tanah tersebut di kantor pertanahan 

untuk pensertifikatan. Karena SKT yang diterbitkan Kades bukan menjadi 

bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai ketentuan UUPA No. 5 Tahun 1960 

namun hanya sekedar bukti penguasaan fisik hak atas tanah oleh seseorang 

(Elvira 2023). 

Walaupun SKT ialah kewenangan Kades namun bila terdapat pihak 

yang keberatan, maka Kades wajib mendengar alasan dari keberatan tersebut. 

SKT menjadi alat bukti tertulis di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya 

tak sekuat akta otentik, namun karena SKT tersebut menjadi surat-surat yang 

dikategorikan alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat 

kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah sebagaimana diatur pada 

perundangan pertanahan, maka SKT tersebut menjadi dokumen yang sangat 

penting pada proses penerbitan sertifikat hak atas tanah.  

Namun apabila di suatu wilayah sudah ada camat yang ditunjuk sebagai 

PPAT maupun PPAT Sementara maka pelaksanaan jual beli hak atas tanah 

dengan dasar SKT yang diterbitkan oleh Kades baru punya legalitas serta 
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kekuatan hukum apabila jual beli hak atas tanah tersebut diketahui serta 

ditandatangani oleh camat sebagai PPAT maupun PPAT Sementara yang 

ditunjuk oleh pemerintah. 

Sengketa hak atas tanah  SKT 

Persoalan yang terjadi di masyarakat serta mereka alami Masalah 

kepemilikan yang kompleks serta sering kali belum tuntas. Banyak kasus 

sengketa lahan antar masyarakat, perusahaan, serta pemerintah, karena 

kurangnya bukti kepemilikan yang jelas serta proses perizinan yang rumit. 

Seseorang yang punya tanah, pasti punya alat bukti kepemilikan atas tanah. 

Ada 2 (dua) permasalahan terkait hak atas tanah yang belum bersertifikat, 

permasalahan  pertama, yaitu apa alat bukti yang dapat dipakai oleh pemegang 

hak milik atas tanah yang belum bersertifikat serta yang kedua, yaitu bagaimana 

perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang belum 

bersertifikat. Hak milik atas tanah yang belum bersertifikat dapat dibuktikan 

dengan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang berkaitan dengan 

pendaftaran hak sebagaimana diatur PPPT 2021, berupa Asli Akta PPAT. 

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang belum 

bersertifikat ada dua, yaitu pertama perlindungan hukum preventif ialah 

perlindungan hukum yang lebih mengarah guna mencegah terjadinya sengketa. 

Perlindungan hukum preventif terhadap pemegang hak milik atas tanah yang 

belum bersertifikat ialah dengan melakukan pendaftaran tanah. Seseorang yang 

telah mendaftar  tanahnya akan dinerbitkan surat tanda bukti hak berupa 

sertifikat yang oleh BPN.  

Dengan sertifikat tersebut, seseorang dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak atas tanah yang sah serta dapat memberikan kepastian 

hukum serta perlindungan hukum bagi pemegang hak beserta tanahnya 

sebagaimana maksud dari tujuan pendaftaran tanah yang diatur pada Pasal 3 

PP 24/1997 serta Pasal 2 ayat (2) Permen ART/BPN 6/2018 yang diubah 

dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum 

yang arahnya lebih kepada upaya penyelesaian sengketa. Tentang hak milik 

atas tanah yang belum bersertifikat tetap mendapatkan perlindungan hukum 
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apabila memperoleh tanahnya dengan itikad baik. Pentingnya bukti hak atas 

tanah tersebut terutama pada saat pendaftaran tanah tersebut serta tanah mau 

dipindah tangankan seperti jual-beli.  Pasal 19 ayat (1) UUPA, menegaskan, 

“Guna menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia 

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan yang diatur dengan Aturan Pemerintah”. Kepemilikannya 

dibuktikan dengan kepemilikan atas tanah pemegang hak pada waktu 

berlakunya UUPA. apabila hak tersebut selanjutnya beralih, maka peralihan 

hak bisa berturutan hingga  ke tangan pemegang hak saat pembukuan hak.  

Bila terjadi tuntutan hukum di pengadilan di kemudian hari, maka 

semua keterangan yang dimuat pada sertifikat hak kepemilikan atas tanah itu 

berkekuatan sebagai bukti hingga hakim wajib menerimanya sepanjang tak ada 

bukti lain yang mengingkari atau membuktikan sebaliknya. Bila kesalahan 

ditemukan, maka perubahan atau perbaikan bisa dilakukan sesuai kebutuhan. 

Lembaga yang berhak untuk perubahan bukan Pengadilan, tetapi penerbitnya, 

yakni BPN. Caranya, pihak yang dirugikan mengajukan permohonan 

perubahan sertifikat dengan lampiran berupa surat keputusan pengadilan yang 

menyatakan kesalahan yang dimaksud (Nae 2013).  

Tanah yang telah terdaftar wajib diterbitkan dalam bentuk sertifikat hak 

yang menjadi bukti otentik secara tertulis (Christian 2018; Perangin 2016; 

Pinasang, Lowing, dan Ngongoloy 2020). Di dalamnya tentu punya beberapa 

informasi terkait dengan tanah tersebut. Secara yuridis, negara mengakui 

kepemilikan atas suatu tanah terhadap subjek hak atas tanah yang namanya 

terdaftar pada sertifikat tanah tersebut.  Pihak lainnya  tak dapat menggugat 

hak kepemilikan tanah tersebut. Sedang tanah hak milik dengan SKT/letter C  

diperoleh dari kantor desa dimana tanah itu berlokasi. letter C ini menjadi 

tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa atau Kelurahan. 

Sebagian masyarakat belum mengerti apa maksud dari SKT/letter C, karena 

pembahasan dan pengaturannya dalam literatur ataupun perundangan masih 

jarang (Oktara 2019).  

SKT/letter C sesungguhnya hanya dasar pencatatan penarikan pajak 

serta keterangan tentang tanah bukanlah bukti kepemilikan seperti sertifikat 
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tanah.  Pada jual beli tanah belum bersertifikat demikian sangat mungkin 

timbul akibat hukum yang merugikan salah satu pihak. Diantaranya, peralihan 

hak atas tanah tak terjadi sehingga kepastian peralihan hak atas tanah tidak 

muncul. kepastian pun perlindungan hukumnya kemudian tak terjamin. 

Karenanya, pemerintah terus berupaya dalam berbagai program pemberiaan 

sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat sejak lahirnya UUPA sampai saat 

ini.    

Masyarakat banyak mempercayakan bermacam pengurusan kepada 

Kadesnya, termasuk guna melakukan transaksi jual beli tanah. Di Desa 

Inibonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow, masih 

mempercayakan proses pengalihan tanah kepada kades Melalui penerbitan 

SKT. Namun penggunaannya ternyata banyak tidak untuk semestinya. SKT 

tidak dimanfaatkan sebatas pengantar pendaftaran  sertifikasi tetapi 

kecenderungan sebagai  sebagai bukti kepemilikan saat transaksi jual beli tanah. 

Meski demikian, Kades yang tak  mengetahui dasar hukum yang mendasari 

tindakannya  pada SKT tersebut hingga sering terjadi kekeliruan serta salah 

gunanya kewenangan yang dimiliki oleh Kades (Wawanacara 2024).  

Penutup  

Kades punya kewenangan guna menerbitkan SKT sebagai alat bukti 

tanah pada  pelaksanaan pendaftaran tanah guna memperoleh sertifikat hak 

atas tanah di kantor pertanahan dimana tanah tersebut berada. Tanah-tanah 

yang belum terdaftar  pada umumnya terdapat di wilayah pedesaan dimana 

hak kepemilikan atas tanah hanya dibuktikan dengan SKT yang diterbitkan 

oleh Kades serta pelaksanaan transaksi jual belinya pun dilaksanakan dengan 

asas kepercayaan antar pihak penjual serta pihak pembeli dengan membuat 

suatu akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak pembeli serta pihak 

penjual serta disaksikan oleh dua orang saksi serta diketahui oleh Kades. Maka 

Kedudukan Kades dalam penerbitan SKT  ditinjau dari PPPT 1997, serta pada 

PP No. 37 Tahun 1998 tentang Aturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

yang selanjutnya disebut PP Jabatan PPAT pada Pasal 5 ayat (3) huruf (a) 

bahwasannya, Kades sebagai PPAT sementara, yang paling bawah punya 

tugas-tugas yang sangat strategis untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan 
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pada pelaksanaan pendaftaran tanah termasuk di dalamnya pembuatan akta 

jual-beli tanah yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.  

Penerbitan SKT kemudian bisa berdampak negatif karena bisa 

memunculkan hak kepemilikan tanah yang tumpang tindih. Kondisi ini 

diakibatkan register tanah atau pencatatan pada buku daftar tanah yang belum 

rapi dan benar. Aparat Desa kemudian  disarankan untuk bisa merapikan 

administrasi pertanahan dan pajaknya dengan pihak dan instansi terkait guna 

meminimalisir kesalahan dalam penerbitan SKT. 
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